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ABSTRAK1 

 
 Dalam menjalankan suatu usaha masyarakat juga harus taat dan patuh pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut, khususnya dinegara 

Republik Indonesia. Menjalankan suatu usaha ada juga masyarakat yang berani melanggar 

peraturan yang berlaku demi mencari keuntungan yang lebih besar, salah satunya adalah 

peredaran rokok ilegal. Di Kota Batam peredaran rokok ilegal begitu menjamur, praktek 

tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemain besar saja, penjual diwarung kecil juga ada 

menjual rokok ilegal tersebut guna untuk memperoleh keuntungan yang besar. Untuk 

mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam upaya menanggulangi peredaran rokok 

ilegal. Penelitian ini dilakukan dikantor Bea Cukai Kota Batam Tipe B dengan mengumpulan 

data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitin tersebut pihak Bea Cukai telah 

melakukan upaya preventif dan represif guna untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. 

Dalam upaya tersebut pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu pelaku penyeludup yang menggunakan high speed 

dalam melakukan operasi mereka diwilayah perairan. 

Kata Kunci :  Bea Cukai Batam, Rokok Ilegal. 

 

 

PENDAHULUAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum hal ini 

secara spesifik tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara RepublikkIndonesia Tahun 

1945 yang diderivasi darinPancasila sebagai ideologinnegara. Pancasila menjadi landasan 

dan pedoman jalannyanpenyelenggaraan negara. Nilainkerohanian (dasar negara) yang 

tercantum dalamnpembukaan Undang-Undang DasarrTahun 1945, akan berperan 

menghantarkannrakyat Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupannkebangsaan yang bebas 

merdeka mencapai suatu masyarakat berkesejahteraan dannberkeadilan, dan melepaskan 

diri darinsegenap kehidupan yang penuhhpenderitaan dannkemiskinan. 

Indonesiansebagai negara hukum menekankannbahwa setiap tindakan dan 

prilakuuwarganya harus berlandasan padaaPancasila yang dapat dikatakan 

sebagainfalsafah dan dasar pandangan hidup bernegara, Ideologinnegara, ligature 

 
11E-Mail         : gusnadipurba@gmail.com 
   DOI           : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i5. 2153-2160 
    Publisher   : ©2022 UM- Tapsel Press 

http://u.lipi.go.id/1387124132
http://u.lipi.go.id/1488533057


Pius Sutri Gusnadi Purba, Padrisan Jamba | Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang….....(Hal 2153-2160) 

 

2154 
 

(pemersatu) dalam perikehidupannkebangsaan dan kenegaraanndan sumber dari segala 

hukum. Pancasilanadalah konsep nasional yang dapat diterimansemua paham, golongan, 

dan kelompok masyarakatndi Indonesia (MPR, 2015). 

Dalam kehidupannbermasyarakat dalam sebuah negaraatidak dapat 

dihindarkannakan terjadi benturan antar kepentingan dan individu-individu 

dalamnmencapai tujuan sehingga gunaamenghindari pergesekan dan konflikkkepentingan 

diperlukan aturanndalam membatasi tingkah lakuuuntuk sehingga diperlukan 

instrumennyang dapat dijadikannacuan bersama dalam menjagaakeselarasan dalam 

pergaulan hiduppdalam masyarakat dan berbangsaadan bernegara berupaaperangkat dan 

aturan hukum yanggdipatuhi dan dijunjung tinggi baikketika, moral dan norma-norma 

yangghidup dan terjaga dalam sebuah pergaulannmasyarakat. 

Kemajuan dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi pada era saat ini dikuti 

dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju sangat 

memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimana 

pun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, dalam hal ini di bidang barang dan jasa. 

Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, 

dan salah satu tindak pidana yang terjadi saat ini adalah tindak pidana peredaran rokok 

illegal 

Tindak pidana semacam ini dilakukan guna untuk memperoleh keuntungan yang 

sangat besar, dengan cara melanggar prosedur yang berlaku untuk menghindar pajak atau 

cukai yang sebagaimana telah ditetapkan oleh negara. Tindak pidana kejahatan semacam ini 

sangat merugikan negara, khususnya dibidang perpajakan. Pajak merupakan sumber 

terpenting dalam pendapatan negara. Pada Pasal 1nAyat 1 Undang-UndanggNomor 39 

Tahun 2007 tentangnCukai yang berbunyi “cukai adalah pungutannnegara yang dikenakan 

negaraaterhadap barang-barang tertentuyyang mempunyai sifat atauukarakteristik yang 

ditetapkan dalamnUndang-Undang ini” pungutan ini dilakukannterhadap barang-

baranggtertentu yang sudah ditetapkannpada Pasal 4 ayat 1 Undang-UndanggNomor 39 

Tahunn2007 tentang Cukaiyyang berbunyi: 

1. Cukai dikenakannterhadap barang kena cukainyang terdiri dari : 

a. Etilnalkohol atau etanol dengan tidakkmengindah barang yang digunakan 

dan prosesspembuatannya. 

b. Minumannyang mengandung alkoholndalam kadar berapa pun dengan 

tidakkmengindah bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. 

c. Hasil tembakau yang melipu sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan 

hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindah bahan yang 

digunakan dan proses pembuatannya. 

 

Salah satuubarang yang kena cukai dinIndonesia adalah produk hasilntembakau. 

Rokok merupakan sebuahhproduk dari hasilntembakau yang sangatndiminati oleh 

masyarakat Indonesiaakhususnya di Kota Batam, karenaapermintaan yang tinggi akan 

produkkrokok tersebut oleh masyarakat dan tingginyaacukai rokok yang ditetapkannoleh 

pemerintah RepublikkIndonesia maka banyakkoknum yang berusahaamenghindar untuk 

membayarncukai rokok tersebut, merekaamengedarkan atau menjualnrokok yang tanpa 

dilengkapiddengan pita cukai. Halndemikian dengan maksudduntuk memperoleh 

keuntungannyang besar dan bisa dijual dengannharga yang terjangkau,nperbuatan 
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demikian ininsangat merugikan negaraadan telah melanggarnUndang-Undang yang 

berlaku. 

Rokok illegal tanpa pita cukai dan rokok yang bertuliskan “khusus kawasan bebas” 

masih saja bebas beredar di Kota Batam, beragam merek rokok illegal ini dengan mudah 

didapatkan di berbagai penjuru kota Batam seperti warung-warung kecil yang tepajang rapi 

pada etalase warung, seperti rokok H mind bertuliskan “khusus kawasan bebas” dijual 

dengan harga Rp 9,000 perbungkus dan rokok Luffman dibandrol dengan harga yang lebih 

murah yakni dengan harga Rp 7,000 perbungkusnya. 

Seperti kita ketahui bersama Pemerintah telah lama mencabut pembebasan 

pengenaan cukai rokok dikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBB) atau 

biasanya yang disebut dengan Free Trade Zone (FTZ) sejak 17 Mei 2019 lalu, bahkan saat itu 

pemerintah telah memberi kelonggaran kepada pabrik dan distributor untuk mengedarkan 

sisa rokok tersebut hingga 28 Februari 2020 silam. Berkaca pada fakta yang terjadi 

dilapangan, hingga saat ini masih saja banyak rokok-rokok tersebut beredar. Meskipun Bea 

Cukai tengah menggalakkan program gempur ilegal di berbagai kota di seluruh Indonesia, 

namun hal demikian belum berjalan maksimal di Kota Batam karena rokok-rokok ilegal 

tersebut masih saja bias kita temukan di setiap warung-warung.  

Bea Cukai yang ada di Indonesia khususnya di Kota Batam sendiri memiliki fungsi 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Kota Batam dari masuknya 

barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan (lartas). Bea Cukai yang dikenal saat 

ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam hal pelayanan maupun 

pengawasan. BeaaCukai memiliki tugas dannfungsi yang berkaitannerat dengan 

pengelolaan keuangannnegara, yang sebagaimana telahhkita ketahui bersama 

penerimaannterbesar negara didapatkan dari sektorrperpajakan yang didalamnya terdapat 

beaamasuk dan cukainyang dikelola oleh Bea Cukai, selain itunBea Cukai juga berfungsi 

untuk mengawasinkegiatan ekspor impor, dan peredaran barang yang kenaacukai.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut teori SoerjonooSoekanto peran merupakannaspek yang paling 

dinamisspada status atau kedudukan, apabila seseorangghendak melakukan hak 

dannkewajibannya yang sesuaiddengan kedudukannya, makaasesungguhnya ia telah 

menjalankannsuatu peranan. Sedangkan statussmerupakan sekumpulan hak dannkewajiban 

yang dimilikiooleh seseorang, apabilaaseseorang melakukan hak dannkewajiban yang sesuai 

dengan kedudukannyaamaka ia telah menjalankannsuatu fungsi. Pada hakikatnya 

perannjuga dapat dirumuskannsebagai suatu rangkaian prilaku tertentuuyang timbul oleh 

suatu jabatan. Kepribadiannseseorang juga mempengaruhinbagaimana peran tersebut 

harussdijalankan atau di perankan pada pimpinanntingkat atas, menengah, 

maupunnkebawah, ataupun yang mempunyaipperan yang sama. Perannmerupakan 

tindakan atau prilakuuyang dilakukan oleh seseorang yanggmenempati suatu posisi 

didalamnstatus sosial (Soekanto Soejono, 2018). 

Adapun syarat-syaratnperan menurut SoerjononSoekanto mencakup tiganhal 

penting, yaitu: 

1. Perannmeliputi norma-norma yanggdihubungkan dengannposisi atau tempat 

seseoranggdalam masyarakat. Peranan dalamnarti ini merupakan 
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rangkaiannperaturan-peraturan yang membimbing seseorang dalamnkehidupan 

kemsyarakatan.  

2. Perannadalah suatu konsep perilakunapa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individuudalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Perannjuga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting 

baginstruktur sosialnmasyarakat(Soejono Soekanto, 2019). 

 

Hakikatnyaaperan juga dapat dirumuskannsebagai suatu rangkaian 

perilakuutertentu yang ditimbulkan oleh suatuujabatan tertentu. Kepribadiannseseorang 

juga mempengaruhinbagaimana peran itu harussdijalankan. Peran yang 

dimainkannhakikatnya tidak ada perbedaan, baik yangndimainkan/diperankan 

pimpinanntingkat atas, menengah maupunnbawah akan mempunyai perannyang sama. 

Manusia sebagai makhlukksosial memiliki kecenderungannuntuk hidup berkelompok. 

Dalamnkehidupan berkelompok tadi akannterjadi interaksi antara anggota 

masyarakatnyang satu dengan anggota masyarakattyang lainnya. Tumbuhnyaninteraksi 

diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalamnkehidupan bermasyarakat 

itunmunculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakannaspek yang dinamis dari 

kedudukannseseorang, apabila seseorangnmelaksanakan hak-hak dan kewajibannya 

sesuaindengan kedudukannya maka oranggyang bersangkutan menjalankannsuatu 

peranan. 

Penegakannhukum sebagai suatunproses, pada hakikatnya merupakannpenerapan 

diskresi yang menyangkutnmembuat keputusan yang tidak secaranketat diatur oleh kaedah-

kaedahnhukum, tetapi mempunyai unsurrpenilaian pribadi. Secarankonsepsional, makna 

inti dan arti penegakannhukum terletak padaakegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilainyang menjabarkan si dalamnkaidah-kaidah yang  mantapdan sikap tidaknsebagai 

rangkaian penjabarannnilai tahap akhir, untuknmenciptakan, memelihara dan 

mempertahankannkedamaian pergaulan hidup.  Gangguannterhadap penegakan 

hukumnmungkin terjadi apabilaaada ketidakserasian antaraatritunggal nilai, kaidah dan 

polaaprilaku (Muchamad Ali Safa’at, 2012) 

Penegakannhukum adalah suatu upaya untukndilakukannya proses penegakanndari 

norma-norma hukum secara nyataauntuk panduan hidupnprilaku hubungan hukum 

dalammkehidupan bermasyarakat dannbernegara. Menurut SoejonooSoekanto berpendapat 

bahwa penegakannhukum adalah kegiatan menyerasikannhubungan nilai-nilai 

yanggterjabarkan didalam kaidah-kaidahhatau pandangan nilai yang mantap dan 

sikapptindak sebagai rangkaian penjabarannnilai-nilai tahap akhir untukkmenciptakan, 

memilihara dannmempertahankan kedamaian pergaulannhidup (Soejono Soekanto, 2019) 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian hukumnempiris adalah suatu metodeepenelitian hukum yang 

berfungsinuntuk melihat hukum dalam artiannnyata dan meneliti bagaimanaabekerjanya 

hukum di lingkungannmasyarakat. Dikarenakan dalamnpenelitian ini meneliti orang dalam 

hubungannhidup di masyarakat makaametode penelitian hukum empirissdapat dikatakan 

sebagai penelitiannhukum sosiologis. Dapat dikatakannbahwa penelitian hukum yang 

diambilndari fakta-fakta yang ada di dalammsuatu masyarakat, badannhukum atau 

badannpemerintah. 
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Metodenpenelitian pada dasarnya merupakanncara yang ilmiah untuk 

mendapatkannsebuah data yang diperlukanndengan tujuan kegunaanntertentu. Cara yang 

ilmiah berartinkegiatan penelitian itu didasarkan padanciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional,nempiris, dan sistematis. Secaraaumum tujuan penelitian ada tigaamacam yaitu 

bersifat penemuan, pembuktian,ndan pengembangan. Sedangkannkegunaan penelitian 

adalahhuntuk memahami memecahkanndan mengantisipasi masalahgyang ada. 

Penggunaan metodenpenelitian hukumnempiris dalam upaya penelitian dan 

penulisannjurnal ini dilatari kesesuaian teorindengan metodeepenelitiannyang dibutuhkan 

penulis dalammmenyusunnjurnal ini. Sehingga dengan metodenpenelitian yang 

diterapkanndiharapkan dapatt memperolehhhasilyyang hendakkdicapai, tentang peran Bea 

Cukai dalam peredaran rokok ilegal yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif di Kota 

Batam, dalam penelitian ini penulis melakukan objek lokasi penelitian pada kantor 

Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkannpada hasil penelitian dannwawancara yang telah penulis 

paparkannpada halaman sebelumnya, penulisiakan mengkaitkan dengan teori yang penulis 

gunakan pada penulisan skripsi ini yaitu teori peranan dan penegakan hukum. Peran Bea 

Cukai dalamnupaya untuk menanggulangiaadalah sebuah kegiatan dimanaaupaya 

yanggdimaksud adalah untukkmencegah atau mengatasiiterjadinya sebuah 

permasalahannhukum yang dihadapi, seperti halnya pada permasalahan peredaran rokok 

ilegal di Kota Batam. Peredaran rokok ilegal ialah sebuah tindak pidana kejahatan yang 

dimana hal tersebut dapat merugikan negara dari segi perpajakan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada narasumber yaitu 

Bapak Muhammad Rizki Baidillah, beliau menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea 

dan Cukai (KPUBC) Tipe B Batam merupakan instansi yang berwenang dalam 

menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas (KPBPB) Batam. Peran Bea Cukai dalam upaya untuk menanggulangi peredaran 

rokok ilegal di zona ekonomi eksklusif KotaaBatam, pihak Bea Cukai melakukannupaya 

untuk meminimalisirrpermasalahan tersebut dengan melakukannupaya preventifadan 

upayaarepresif. 

1. Upaya preventif 

Upayaapreventif adalah salah satu caraayang dilakukan guna untuk 

mencegahhterjadinya suatu kejahatan yanggpertama kali dilakukan olehhseseorang. Dalam 

hal ini upayaapreventif yang dilakukan oleh pihaknBea Cukai Kota Batam adalah dengan 

cara publikasi, sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri rokok ilegal. Dalam 

hal ini pihak Bea Cukai melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batam untuk tidak 

membeli, menjual dan mengonsumsi rokok ilegal karena hal demikian bisa di jatuhi 

hukuman pidanaapenjara paling singkat satuutahun dan paling lama limaatahun dan/ atau 

pidanaadenda paling sedikit duaakali nilai cukai dan palinggbanyak sepuluh kali 

nilaincukai yanggseharusnya dibayar. Selain itu setiap bulannya pihak Bea Cukai Kota 

Batam juga turun ke lapangan untuk melakukan Operasi Cukai (OPCUK) dan pemantauan 

harga transaksi pasar secara rutin. 
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2. Upayanrepresif 

Upayaarepresif adalah upaya untukkmenindak pelaku tindak pidana 

kejahatanndengan menindak pelaku sesuaindengan perbuatannya dengannUndang-Undang 

yang berlaku,nserta memperbaikinya kembaliaagar mereka sadar dengannperbuatan yang 

mereka lakukannitu adalah hal yang dilarang olehhUndang-Undang dan peraturannhukum 

yang berlaku. Upayaarepresif yang dilakukan oleh pihaknBea Cukai Kota Batam dengan 

cara program operasi gempur rokok ilegal, patroli laut, pengawasan rutin pada hangar atau 

ter,inal keluar masuk, dan melakukan razia ketika adanya laporan atau aduan dari 

masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Pihak Bea Cukai Kota Batam dalam menjalankan 

operasinya ketika kedapatan sebuah warung atau toko menjual rokok ilegal, maka pihak Bea 

Cukai menyita barang-barang tersebut untuk dimusnahkan. 

Kewajiban adalah bebanntugas yang diberikan suatuuperanan tertentu 

dapatndijabarkan ke dalamnunsur-unsur sebagainberikut ini: 

a. Peranannyang ideal (idealnrole),  

b. peranannyang seharusnya (expecteddrole)  

c. dianggapnoleh dirinsendiri (perceivednrole) atau  

d. peranannyang sebenarnya dilakukan (actualnrole) (Mertokusumo Sudikno, 2011). 

 

DirektoratnJenderal Bea dan Cukainberada di bawah dan bertanggunggjawab 

kepada Menteri Keuangan dan dipimpinioleh Direktur Jenderal Beaadan Cukai.  Direktorat 

JenderalnBea dan Cukai mempunyai tugassmenyelenggarakan perumusan 

dannpelaksanaan kebijakanndi bidang pengawasan,npenegakan hukum, pelayananndan 

optimalisasi penerimaannnegara di bidang kepabeananndan cukai sesuaindengan ketentuan 

peraturannperundang-undangan. Dan memiliki fungsi sebagai berikutnini: 

1. Perumusannkebijakan di bidang penegakannhukum, pelayanan dan 

pengawasan,noptimalisasi penerimaan negaraadi bidang kepabeananndan cukai; 

2. Pelaksanaankebijakan di bidanggpengawasan, penegakannhukum, pelayanan 

dannoptimalisasi penerimaan negaraadi bidang kepabeananndan cukai; 

3. Penyusunannnorma, standar, prosedur,ndan kriteria dinbidang pengawasan, 

penegakannhukum, pelayanan dannoptimalisasi penerimaan negaraadi bidang 

kepabeananndan cukai; 

4. Pemberiannbimbingan teknis dannsupervisi di bidang pengawasan, 

penegakannhukum, pelayanan dannoptimalisasi penerimaan negaraadi bidang 

kepabeanan danncukai; 

5. Pelaksanaannpemantauan, evaluasi,ndan pelaporan di bidang 

pengawasan,npenegakan hukum, pelayananndan optimalisasi 

penenmaannnegara di bidang kepabeananndan cukai; 

6. Pelaksanaannadministrasi DirektoratnJenderal Bea dannCukai; dan 

7. Pelaksanaannfungsi lain yanggdiberikan oleh MenterinKeuangan. 

 

Dalam menjalan tugas dan fungsinya peran Bea Cukai sangat dibutuhkan dalam 

melaksanakan tugasnya terutama di bidang cukai, jika peredaran rokok ilegal di Kota Batam 

semakin marak, maka hal tersebut dapat merugikan negara, dan hal tersebut juga dapat 

membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsi rokok tersebut. Membeli maupun 

mengedarkan rokok ilegal semacam ini telah membudaya bagi masyarakat Kota Batam, 
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selain bisa dibeli dengan harga yang murah, penjual juga mendapatkan keuntungan yang 

sangat besar dari hasil penjualan rokok ilegal tersebut. 

Proses penegakannhukum merupakannsuatu usaha untuk mewujudkannide-ide 

tentang sebuah kepastiannhukum, kemanfaatan hukumnsosial dan keadilan 

menjadinkenyataan. Proses perwujudannide-ide itulah yanggmerupakan hakikat 

darinpenegakan hukum. Berdasarkannuraian di atas, dapat dikatakannbahwa gangguan 

terhadap penegak hukumnmungkin terjadi, apabila ada ketidak serasiannantara nilai-nilai 

yanggberpasangan, yang menjelmaadidalam kaidah-kaidah yang bersimpanggsiur, dan pola 

perilakuutidak terarah yanggmenggangu kedamaian pergaulannhidup. Sehubungan 

dengannpandangan diatas menurut SoerjonooSoekanto ada beberapaafaktor yang 

mempengaruhi penegakannhukum yaitu: 

1. Faktornhukumnyaasendiri 

2. Faktornpenegakkhukum 

3. Faktornsarana atau fasilitas yang mendukung penegakannhukum 

4. Faktornmasyarakat, dan  

5. Faktornkebudayaan (Soejono Soekanto, 2019) 

 

Dalam upaya untuk menangulangi tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota 

Batam, pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala yaitu, sebagai berikut 

ini: 

a. Penyeludup yang menggunakan High Speed Carft (HSC) dalam melakukan 

aktivitas pemasukan atau pengeluaran rokok ilegal di Kota Batam 

b. Modus penyeludupan yang sangat cepat berkembang 

c. Masyarkat yang masih acuh terhadap bahaya peredaran rokok ilegal. 

 

Suatunusaha untuk menanggulangiddapat diartikan bahwaaada suatu usahaauntuk 

mengurangi atau mencegahhmaupun memberantas suatu permasalahannyang dihadapi. 

Dalam upayaauntuk menanggulangi terjadinya tindakkpidana prostitusinonline yang 

dilakukan olehhanak tidak bisaadilakukan dengan mudahhjikalau tanpa adanyaabantuan 

dari masyarakat. Salah satuufaktor yang mempengaruhinpada proses penegakan 

hukumnadalah faktornmasyarakat. 

Dalamnupaya pencegahan dan penanggulangannkejahatan termasuk 

bidanggkebijakan (criminal policy). Kebijakannkriminal juga tidak lepassdari kebijakan yang 

lebihhluas, yaitu kebijakannsosial (social policy), yang terdiriidari kebijakan atau upaya-

upayaauntuk kesejahteraan sosial,ndan kebijakan atau upaya-upayanuntuk 

perlindungannmasyarakat (social defency policy). Dari itu semua dalam pencegahan dan 

penanggulangannkejahatan juga harusnmenunjang tujuan (goal), kesejahteraannmasyarakat 

atau (social walfare) dan perlindungannmasyarakat atau (social defence).  Akan tetapi, juga 

terdapatnaspek yang sangatnpenting di dalamnya adalahnaspek 

kesejahteraan/perlindungannmasyarakat yang bersifatnimmateril, terutama 

nilainkepercayaan, kebenaran/kejujurann/keadilan. Dengan begitu, dalam 

menanggulanginsuatu perbuatan melawannhukum dapat sesuai dengannharapan dan dapat 

menguranginsuatu tindakkkejahatan yanggterjadi, terutama pada tindak pidana peredaran 

rokok ilegal di Kota Batam. 
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Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

salah satunya adalah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, ketika pelaku penyeludup 

yang mempunyai speedboat yang lebih laju dibandingkan dengan kendaraan laut yang 

dimiliki oleh Bea Cukai Kota Batam, seharusnya negara mempasilitasi kendaraan yang lebih 

memadai guna untuk memudahkan pihak Bea Cukai Kota Batam dalam menjalankan 

tugasnya. Tanpaaadanya sarana atauufasilitas tertentu, makaatidak mungkin 

penegakannhukum akan berjalanndengan lancar. Saranaaatau fasilitas tersebut antaraalain, 

mencakupptenaga manusia yanggberpendidikan danntrampil, organisasi yang baik, 

peralatan yanggmemadai, keuangannyang cukup, dan seterusnya. Sarana atau 

fasilitassmempunyai peran yanggsangat penting dalamnpenegakan hukum. Tanpaaadanya 

sarana atau fasilitasntersebut, tidak akan mungkin penegaknhukum menyerasikan 

peranannyang seharusnya dengan peranan yanggactual. 

Modus penyeludupan yang semakin berkembang. Hidup di era yang super canggih 

seperti saat ini selain memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dan bekerja, tindak 

pidana juga demikian semakin bekembang. Menurut Soejono Soekanto faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum lainnya adalah faktor masyarakat, didalam menjalankan 

tugasnya aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja secara tuntas jika tanpa adanya 

bantuan dari masyarakat, agar hukum tetap berjalan dengan efektif. 

 

PENUTUP 

Pihak Bea Cukai Kota Batam telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, 

terutama pada permasalahan peredaran rokok ilegal di Kota Batam. Dengan melakukan 

upaya preventif dan upaya represif. Pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa 

kendala dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam upaya untuk menanggulangi 

peredaran rokok ilegal di Kota Batam yaitu penyeludup yang menggunakan High Speed 

Craft dalam melakukan aktivitas pemasukan/pengeluaran rokok ilegal. 
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